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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Nomor SOP
	

	
	Tanggal Pembuatan
	SEPTEMBER 2026

	
	Tanggal Revisi 
	-

	
	Tanggal Pengesahan
	

	
	Disahkan oleh
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

	
	Nama Standar Operasional Prosedur 
	Standar Permohonan Informasi Publik

	DASAR HUKUM
	KUALIFIKASI PELAKSANA

	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Barang 

	1. PPID Memahami tentang Prosedur Pengujian Konsekuensi 
2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :
a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi;
b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
c. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang mekanisme layanan informasi publik.
d. Memiliki Pengetahuan di Bidang Hukum 

	KETERKAITAN
	PERALATAN / PERLENGKAPAN

	1.Standar Pengumuman;
2.Standar Maklumat;
3.Standar Pendokumentasian Informasi Publik.

	1.Formulir Isian;
2.Komputer dan Jaringan Internet;
3.Printer dan Alat Tulis Kantor.


	PERINGATAN
	PENCATATAN DAN PENDATAAN

	Apabila SOP ini tidak dipedomani dalam layanan permintaan informasi publik maka dapat menimbulkan sengketa informasi publik. 
	Softcopy dan Hardcopy





	
	

	
	

		
	
	
	
	PELAKSANA
	
	
	MUTU BAKU
	
	

	

NO


	

URAIAN
	Pimpinan Badan Publik
	
Atasan PPID
	
PPID Utama PPID Pelaksana 
	
Tim Pertimbangan

	

KELENGKAPAN
	

WAKTU
	

OUTPOUT
	

KETERANGAN

	1.
	PPID Utama bersama PPID Pelaksana yang menguasai informasi melakukan Pengujian tentang Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan
	
	








	
	
	disposisi dan dokumen permintaan informasi
	Pada jam dan hari kerja
	Klasifikasi informasi dikecualikan
	

	2.
	Melakukan kordinasi dengan PPID Pembantu dan Tim Pertimbangan untuk mengadendakan pelaksanaan pengujian tentang konsekuensi terhadap informasi tertentu yang bepotensi sebagai informasi yang dikecualikan Melakukanidentifikasi terhadap dokumen yang mengandung informasi tertentung yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan serta mencari dasar hukum yang relevan
sebagai dasar hukum pertimbangan
Merumuskan informasi tertentu yang dikecualikan beserta dengan dasar hukum, konsekuensi yang ditimbulkan dan jangka waktu pengecualiannya ke dalam format lembar pengujian tentang
konsekuensi

	
	
	
	
	Surat ,Dokumen tertentu yang menjadi obyek informasi yang dikecualikan Lembar Pengujian tentang Konsekuensi 
	Pada jam dan hari kerja
	Klasifikasi informasi dikecualikan
	

	3.
	Melaporkan hasil pengujian tentang konsekuensi dalam format lembar pengujian konsekuensi kepada Atasan PPID
	
	
	








		         
	
	Lembar Pengujian tentang Konsekuensi
	Pada jam dan hari kerja
	Draft lembar pengujian konsueknsi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	















	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Melakukan review atas lembar pengujian konsekuensi yang sudah dibuat oleh PPID Utama, PPID Pembantu, dan Tim Pertimbangan 
	
	
	
	
	
	Pada jam dan hari kerja
	SK penetapan klasifikasi informasi dikecualikan
	

	5.
	Menyampaikan laporan hasil pengujian tentang konsekuensi kepada Pimpinan Badan Publik untuk memperoleh persetujuan 
	
	
	
	
	Lembar Pengujian tentang Konsekuensi
	Pada jam dan hari kerja
	Draft lembar pengujian konsueknsi
	

	6
	Menugaskan PPID Utama untuk menetapkan lembar pengujian tentang konsekuesi yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Badan Publik kedalam Penetapan PPID
tentang Informasi yang Dikecualikan
	
	
	
	
	Disposisi
	Pada jam dan hari kerja
	Lembar pengujian konsueknsi
	

	7
	Membuat Penetapan terhadap lembar pengujian tentang konsekuesin yang telah memperoleh persetujuan dari
Pimpinan Badan Publik
	
	
	
	
	Penetapan informasi yang dikecualian
	Pada jam dan hari kerja
	SK penetapan klasifikasi informasi dikecualikan
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